
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturani Daerah
Kabupaten Lampug Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, maka perlu
menjadi acuan dan pedoman untuk melaksanakan
pembangunan Kabupaten Lampung Utara;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 5 Tahun .2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara, maka Peraturan Bupati Lampung UtaraNomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Satuan

1 Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019, perlu
dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) dan
Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57} tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.

Mengingat : ' '
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) dan
Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

I
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undarjg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintfh Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4595);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 96 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

II. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentangDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816;

i



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendahan dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5);

15. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 4 Lampung Utara
Tahun 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 22 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH

, KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014-2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Utara
Nomor 22 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2014-2015 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2015 Nomor : 22 ) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran Bupati Nomor 22 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2015 Nomor 22) diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara

1

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 19 - 9
BUPATI LAMPUNG UTARA,

2017

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 19 - p - 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2,017 NOMOR : .




